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PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi merupakan sebuah rangkaian usaha dan kebijaksanaan
yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengembangkan
lapangan pekerjaan, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan
ekonomi regional, dan merubah struktur kegiatan ekonomi yang awalnya dari sektor
primer diubah ke sektor sekunder dan tersier (Hasan dan Azis, 2018). Pembangunan
ekonomi sendiri sangat diperlukan suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, dengan mengembangkan semua bidang
kegiatan yang dimiliki negar tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, diperlukanlah pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan distribusi
pendapatan yang merata.

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa
memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan tersebut yang
mendukung kemajuan dari sebuah negara di antaranya adalah sumber daya manusia.
Jika suatu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia,
maka akan sulit untuk memajukan negaranya tetapi sumber daya manusia yang baik
tentunya akan dapat mengelolah kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula.
Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan yang
kondusif dan mendukung manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat dan
kreatif (Sukirno, 2018).

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu acuan untuk mengukur
prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode
berikutnya. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu hal yang selalu berkembang secara
linier. Adakalanya perkembangan perekonomian pesat dan adakalanya berjalan lambat
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yang berarti tingkat kegiatannya lebih rendah dari masa sebelumnya. Salah satu
indikator keberhasilan daerah dalam kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB dari tahun
ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi salah satu hal yang ingin
dicapai oleh semua negara maupun daerah.

Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai
dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh
masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah belanja pemerintah yang
dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan. Semakin besar
jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka
semakin besar pula dana pembangunan maka akan semakin baik pula kualitas sarana
dan prasarana pelayanan publik (Fatimah dan Hasbullah, 2020).

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya
memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan
melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia,
diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saat ini pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri salah satunya adalah
kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang
didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai
belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang
ekonomi. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi
redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan
masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang
tidak dapat dipenuhi oleh swasta.

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan
masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan
sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program
dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber
pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk
belanja daerah (Putri, et al., 2021).

Agar dapat mendorong terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah yang
kondusif salah satu kompenen yang diandalkan adalah dengan belanja daerah. Belanja
Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1)
menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang
bersangkutan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan
aturan perundang-undangan.

Abdul Halim (2016) berpendapat bahwa belanja daerah adalah sebuah kewajiban
pemerintah untuk mengurangi nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Sarwenda
Biduri (2021) memberikan pernyataan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluran
kas daerah atau kewajiban yang dapat diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya
oleh pemerintah. Belanja daerah juga dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan
belanja tidak langsung.
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Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja
pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluran pemerintah
berkaitan erat dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara
langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan pembiayaan daerah,
sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar
pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat
perekonomian disuatu daerah (Ayumiati, 2017).

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa
yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan
tumbuh dan berkembang bila ada pertumbuhan output. Pertumbuhan ekonomi daerah
ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pembangunan sarana dan
prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya memberikan
peningkatan output pada daerah Sumbawa Barat. Belanja pemerintah ini dapat
mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu
kebijakan untuk membeli barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya
yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan
sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur
kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan
pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat
dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat
diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika
tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi
semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Putra, et al., 2017).

Belanja ekonomi telah berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan
manusia dan pertumbuhan ekonomi, belanja kesehatan berkontribusi pada
pembangunan manusia, belanja pendidikan berkontribusi dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, namun memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap
pembangunan manusia. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan timbal
balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (Tjodi, et al., 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan
struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis yang
bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis
pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk
menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai
kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan dan mengatasi ketimpangan
ekonomi. Upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah telah dilaksanakan
dalam bentuk pemberian subsidi dan bantuan serta insentif pajak bagi daerah-daerah
terbelakang. Sebagaimana kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
pusat dalam kegiatan pembangunan ekonomi baik yang sudah dicapai maupun yang
masih dalam proses, maka peran yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian
adalah memberikan stimulan dan lebih mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat.

Salah satu upaya daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya meningkatkan
pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan meningkatkan
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belanja-belanja pada sektor-sektor pembangunan. Belanja ini dapat tercermin dari
belanja modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat. Dengan peningkatan belanja modal ini, maka diharapkan dapat berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja tersebut digunakan untuk memberdayakan
berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan
per kapita. Belanja modal juga merupakan salah satu input produksi yang menghasilkan
output.

Kembali pada permasalahan yang sering muncul terkait dengan kualitas belanja
daerah adalah rendahnya kualitas perencanaan daerah. Faktor yang mempengaruhi
kualitas belanja daerah antara lain SDM, SDA, faktor kebijakan, dan komitmen dari
pemerintah daerah itu sendiri untuk memprioritaskan kepentingan publik terutama yang
berkaitan dengan pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa
Barat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah
daerah Kabupaten Sumbawa dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang
akan datang.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksplanatory, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-
variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 2015). Melalui
penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel yang
diteliti, yaitu belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.

[ Belanja Daerah (X) ]—»[ Pertumbuhan Ekonomi (Y) ]

Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah adalah data yang berbentuk angka
atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuanlitatif pada penelitian ini berupa data
belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sanusi, 2017). Data sekunder pada penelitian ini
diperoleh dari dokumen dan arsip yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Sumbawa Barat ataupun yang sudah dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi.
Menurut Arikunto (2017), teknik dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi pada penelitian ini
dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip yang terkait permasalahan
penelitian, yaitu data belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa
Barat tahun 2012-2021 yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang terdapat pada
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Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat ataupun yang sudah
dipublikasikan.

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Teknik

analisis ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021. Selain itu, dilakukan pula
pengujian hipotesis parsial (uji t), dan uji koefisien determinan (R?) (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menguiji
pengaruh belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan
aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana
Coefficients®

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 [ (Constant) 772.854 | 185.894 4.158 .000
Belanja Daerah .804 257 509 3.127 .004

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi linear sederhana pada
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y=a+pX+e
Pertumbuhan Ekonomi = 772.854 + 0.804 (Belanja Daerah) + e

Persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat diinterpretasikan
sebagai berikut:

a. Nilai constanta (a) sebesar 772.854, hal ini menunjukan bahwa apabila variabel
belanja daerah (X) bernilai konstan (0), maka nilai konsisten pertumbuhan
ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 772.854.

b. Nilai B adalah sebesar 0.804 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan
hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel belanja daerah (X) mengalami
kenaikan sebesar satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.804, demikian
pula sebaliknya.

. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh belanja
daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Y).
Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, jika nilai thiwng
lebih besar dari pada nilai tape. Berikut disajikan hasil perhitungan uji t
menggunakan bantuan aplikasi SPSS.
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Tabel 2. Hasil Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)
Coefficients®

Unstandardized |Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 | (Constant) 772.854 | 185.894 4.158 .000
Belanja Daerah .804 257 509 3.127 .004
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) pengaruh
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat,
diperoleh nilai thiwung Sebesar 3.127 dan nilai tipe pada derajat kebebasan (df=n-k=10-
2=8) dan a = 5% (0,05) adalah sebesar 2.306, sehingga nilai thiwng lebih besar dari
pada nilai tgpe (3.127>2.306). Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan adalah
sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05). Hal ini berarti bahwa belanja daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.

. Uji Koefisien Determinasi (R?

Koefisien determinasi (R“) dilakukan untuk melihat seberapa besar konstribusi
variabel belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat (Y). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nila Adjusted R-
Square. Nilai Adjusted R-Square semakin mendekati satu, maka variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen.

Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi (R?) menggunakan
bantuan aplikasi SPSS.
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 .509° 259 232 150.20851

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R?) pengaruh variabel
belanja daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa
Barat (), diketahui nilai R-Square adalah sebesar 0,259. Hal ini berarti bahwa
kemampuan variabel belanja daerah dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel
pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 25,9%,
sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan
penelitian ini.
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Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil
dari kinerja pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi
dalam penelitian ini diproksikan oleh PDRB yang dimana dengan peningkatan
pembangunan ekonomi daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja
daerah. Untuk mendorong terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah yang
kondusif, salah satu kompenen yang diandalkan adalah dengan belanja daerah.

Belanja Daerah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur
daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. Belanja Daerah digunakan untuk
mendanai segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi maupun
Kabupaten/Kota yang telah diserahkan kepada kepala daerah masing masing. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan
yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tetang pengaruh
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa belanja daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten
Sumbawa Barat. Hubungan positif merupakan arah hubungan yang selaras. Artinya,
semakin besar belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa
Barat akan semakin meningkat. Namun demikian pula sebaliknya, semakin rendah
belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat juga
akan semakin menurun.

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan
ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Pada negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk
meningkatkan pembangunan disegala bidang. Kebijakan pembangunan dalam APBD
juga harus mengakomodasi aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara
langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-
proyek pembangunan dalam APBD. Pengeluran pemerintah berkaitan erat dengan
APBD Kkarena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan
pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
secara langsung.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Aryanto dan Handaka (2017) yang
menyatakan bahwa belanja pemerintan merupakan belanja atau pengeluaran yang
diperuntukkan bagi kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan
meningkatkan kemampuan masyarakat. Belanja pemerintah fungsi ekonomi dalam
kaitannya dengan pembangunan daerah ditujukan agar pembangunan ekonomi daerah
dapat terwujud. Belanja pemerintah fungsi ekonomi salah satunya adalah belanja
infrastruktur. Infrastruktur memiliki tigaperan penting bagi integrasi ekonomi yaitu:
pertama, ketersediaan dari infrastruktur merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi.
Kedua, jaringan infrastruktur yang tersedia sangat penting dalam kelancaran aktivitas
investasi dan perdagangan. Ketiga, untuk mengatasi adanya ketimpangan pembangunan
ekonomi antar daerah. Infrastruktur yang baik mampu melancarkan mobilitas
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perekonomian antar wilayah/daerah sehingga mampumenarik para investor untuk
melakukan investasi di daerah dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja dan
peningkatan kondisi pembangunan. Kondisi pembangunan yang meningkat akan
berdampak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Siska Anggraini Putri dan Cahyono (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran
pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang
dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluran pemerintah berkaitan erat dengan
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara langsung akan
mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan pembiayaan daerah, sehingga akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar pengeluaran
pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian
disuatu daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sumbawa Barat. kemampuan variabel belanja
daerah dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 25,9%, sedangkan sisanya sebesar 74,1%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas,
maka penulis ingin menyampaikan saran, yaitu sebagai berikut.

1. Agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang pertumbuhan ekonomi daerah
dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang
kegiatan ekonomi yang pada akhirnya memberikan peningkatan output pada daerah
Sumbawa Barat serta meningkatkan belanja-belanja pada sektor-sektor
pembangunan.

2. Pemerintah disarankan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara
efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat
memproduksinya, melalui kebijaksanaan fiskal mengubah keadaan masyarakat serta
membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan
ekonomi yang berlebihan.
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